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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini telah menelaah kemungkinan penggunaan asas dan penggolongan
benda dalam Hukum Adat sebagai landasan dalam menyusun Sistem Hukum Benda
Nasional. Penelitian ini masih mencakup bagian yang relatif kecil dari keseluruhan
konsep besar Sistem Hukum Benda Nasional.Namun demikian, diharapkan melalui
penelitian ini dapat dilakukan penelitian lanjutan yang dapat melengkapi penyusunan

Sistem Hukum Benda Nasional yang berbasis pada kearifan lokal, yaitu Hukum Adat.

Penelitian ini diawali dengan penelaahan atas Sistem Hukum Negara Indonesia yang
berdasarkan Pancasila, dimana Sistem Hukum Benda Nasional akan menjadi bagian
dalam keseluruhan Sistem Hukum Negara Indonesia tersebut. Dalam penelitian atas
sistem tersebut, ditelaah segala sesuatu yang menyangkut tentang Sejarah Hukum di
Indonesia, upaya pembentukan dan pembinaan Hukum Nasional, Politik Hukum
Nasional serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai dasar dari penyusunan Sistem Hukum Negara Indonesia,

termasuk Sistem Hukum Benda Nasional.

Penelitian dilanjutkan ke arah asas dan penggolongan benda dalam tiga kelompok

yang berbeda, yaitu asas dan penggolongan benda dalam hukum Adat Indonesia, asas
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dan penggolongan benda dalam Hukum Perdata, asas dan penggolongan benda dalam
Masyarakat Internasional. Dari pembahasan terhadap tiga kelompok penggolongan
benda ini kemudian dicari titik temu sekaligus dikemukakan kemungkinan adanya

pemikiran baru tentang penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional.

Untuk menjawab identifikasi masalah penelitian ini, dikemukakan beberapa hasil

penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah pertama tentang kemungkinan penggunaan asas dan
penggolongan benda dalam Hukum Adat sebagai landasan dalam membangun

Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Asas Hukum Adat yang dapat digunakan sebagai Asas Hukum Benda Adat
ternyata mengandung nilai universal, fleksibel, serta telah memiliki nilai
modernitas yang memungkinkan untuk diterima oleh masyarakat Indonesia

masa kini dan masa depan;

b. Penggolongan benda dalam Hukum Adat juga memperlihatkan
penggolongan yang sebenarnya telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia,
walaupun dengan istilah yang berbeda. Namun demikian, hal ini tidak
menghilangkan kemungkinan penggunaan penggolongan tersebut dalam

penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional.
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Identifikasi masalah kedua tentang kemungkinan penggunaan asas dan
penggolongan benda dalam Hukum Adat sebagai landasan dalam membangun
Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, sehingga mampu membawa Sistem
Hukum Benda Nasional Indonesia dalam pergaulan internasional, ditemukan hal-

hal sebagai berikut:

a. Asas-asas Hukum Adat yang dapat digunakan sebagai Asas Hukum Benda
Adat ternyata juga memiliki nilai-nilai universal yang melewati batas Negara
Indonesia, sehingga Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang dibangun
berdasarkan Asas Hukum Benda Adat dapat tetap eksis dalam pergaulan

internasional

b. Dalam penelitian ini bahkan ditemukan bahwa beberapa Asas Hukum Adat
(yang digunakan dalam Asas Hukum Benda Adat), dan bahkan prinsip yang
digunakan dalam Hukum Adat Indonesia telah lama digunakan juga oleh

masyarakat internasional meskipun dengan istilah yang berbeda.

C. Yurisdiksi dan teritorialitas dalam suatu negara yang dikenal dalam
masyarakat internasional memperlihatkan kondisi yang memiliki kemiripan
dengan konsep penggolongan benda dalam Hukum Adat, yaitu penggolongan
atas tanah dan bukan tanah.Dengan demikian, kemungkinan besar
penggolongan benda seperti ini dapat digunakan sebagai landasan dalam
penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang mampu

mempertahankan eksistensi Bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional
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3.

di satu pihak, namun juga mampu mempertahankan ciri khas dan kepribadian

Bangsa Indonesia.

Identifikasi masalah ketiga yang mempertanyakan tentang bagaimana asas
penunjang penggolongan benda dan penggolongan benda sendiri dalam Hukum
Benda Nasional Indonesia yang dapat diwujudkan di masa yang akan datang,

ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penelitian terhadap Asas dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang
dapat diterapkan di masa yang akan datang memperlihatkan bahwa Asas dalam
Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang bersumber pada Hukum Adat,

dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1) Asas Utama yang menunjang penggolongan benda dalam Sistem Hukum

Benda Nasional, terdiri dari:

a) Asas Pemisahan Horizontal

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian analisis di atas,
diketahui bahwa penggunaan asas ini telah berlaku dalam Undang-
Undang Pokok Agraria yang telah ada sejak tahun 1960. Asas ini
menjadi relevan untuk tetap dipertahankan dalam rangka
menyelaraskan konsep penguasaan negara atas tanah dengan

penggunaan tanah tersebut bagi kesejahteraan masyarakat luas.
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Dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia nantinya,
diharapkan fungsi penguasaan negara ini dapat semakin diperkuat, tidak
untuk menimbulkan konsep negara kekuasaan (machtstaat) melainkan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana

yang dicanangkan dalam sila kelima Pancasila.

Penggunaan asas ini memperlihatkan penggolongan benda secara tegas
dibagi menjadi segala sesuatu yang merupakan tanah dan di bagian lainnya

adalah segala sesuatu yang bukan tanah.

Asas Fungsi Sosial dalam Hidup Bermasyarakat

Asas fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat seharusnya menjadi asas
utama yang akan membedakan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia
dengan Sistem Hukum Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang didasarkan pada asas individualistik.

Penggunaan asas ini dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia
memungkinkan Pemerintah memberikan akses atas tanah yang merupakan
sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia (Negara
Indonesia dahulu dikenal sebagai negara agraris, dan saat ini selain dikenal
sebagai negara agraris juga dikenal sebagai negara maritim), dan tempat di

mana masyarakat Indonesia seharusnya bernaung.
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c) Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan merupakan asas yang diangkat dan dipertahankan oleh
masyarakat tradisional Indonesia dalam rangka hidup bersama dan
menunjukkan keeratan hubungan antar individu dalam masyarakat. Asas
kekeluargaan ini juga harus dibaca sebagai ‘kesatuan dalam perbedaan

dan perbedaan dalam kesatuan’.

Asas kekeluargaan yang akan diangkat sebagai landasan dalam Sistem
Hukum Benda Nasional Indonesia, seharusnya memiliki pengertian yang
luas, yang diartikan sebagai menjalankan roda perekonomian bangsa
Indonesia dalam suasana komunal, gotong royong dan kekeluargaan demi

keuntungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Secara nyata asas kekeluargaan ini seharusnya diarahkan untuk memperkuat
perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah
dicanangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menjadikan asas kekeluargaan
sebagai salah satu landasan dalam menyusun Sistem Hukum Benda
Nasional Indonesia, selain sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga sesuai dengan
amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam rangka pembentukan

Hukum Nasional.
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2) Asas Pendukung yang dapat digunakan dalam Sistem Hukum Benda

Nasional secara keseluruhan, terdiri dari:

a)

b)

Asas Gotong Royong

Asas gotong royong ini memberikan penekanan pada kesatuan dan
persatuan karena lahir pada masa pasca kemerdekaan. Konkretisasi
dari asas ini dalam Hukum Benda Nasional di masa yang akan datang
adalah mengenai penjagaan serta perawatan bersama atas wilayah
yang merupakan area kepentingan bersama. Secara tidak langsung
semangat kebersamaan yang terkandung dalam asas gotong royong,
akan menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki sikap untuk
menghormati hak bersamayang dimiliki oleh masyarakat di setiap
wilayah atau daerah. Penerapan asas ini dalam Sistem Hukum Benda
Nasional diharapkan mampu memberikan “warna komunal” dan
penghormatan atas hak bersama, sebagaimana dahulu yang dikenal
sebagai hak ulayat atau hak bersama warga. Hak Ulayat pada masa ini
sudah semakin pudar dan semakin tidak dikenal oleh Bangsa

Indonesia.

Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas ini mengangkat ciri khas yang ada sejak jaman masyarakat

tradisional Indonesia di masa lalu. Asas ini merupakan asas penting



456

dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat
tradisional, dan tetap menjadi asas yang ideal yang seharusnya masih

diberlakukan di masa kini.

Asas ini relevan untuk diterapkan sebagai landasan Sistem Hukum
Benda Nasional, karena spirit yang dibawa oleh asas ini merupakan
spirit dasar masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi semangat
kebersamaan, komunalitas serta gotong royong. Asas ini bersama
dengan asas lainnya dapat membuat Sistem Hukum Benda Nasional
yang akan dibentuk di masa yang akan datang menjadi lebih solid dan
diarahkan pada tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi

seluruh warganya.

Asas Pengayoman

Asas pengayoman merupakan asas Yyang lahir dari konsep
perlindungan warganegara oleh negara tempat di mana mereka
menjadi warga. Asas pengayoman ini juga dirasakan sejalan dengan
penggunaan lambang pohon beringin sebagai lambang hukum Negara
Republik Indonesia untuk menggantikan lambang sebelumnya yaitu

Dewi Themis.

Semangat awal lahirnya asas pengayoman sendiri sebenarnya adalah

perlindungan penuh kepada warganegara, yang kemudian diikuti juga
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dengan prinsip keadilan, prinsip kebersamaan, serta rasa nyaman
warganegara atas pengayoman yang diberikan dari negara. Dari
semangat yang melandasi lahirnya asas ini juga dapat diambil
kesimpulan bahwa seperti asas ini juga seharusnya sifat sebuah

peraturan (baca: Hukum Benda Nasional).

Asas ini diperkuat juga dengan prinsip yang dinyatakan dalam sila
kedua, ketiga dan kelima dalam Pancasila serta pasal-pasal mengenai
perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam
Bab IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Menurut peneliti, Sistem Hukum Benda Nasional yang akan disusun di
masa yang akan datang, harus dapat memberikan rasa tenteram dan
aman serta nyaman bagi warganegara yang bersentuhan dengan
Hukum Benda Nasional tersebut. Dalam arti, Hukum Benda Nasional

yang terbentuk harus dapat mengayomi penggunanya.

Asas Toleransi

Harmonisasi dari kemajemukan berbagai suku bangsa, etnis dan
agama serta ras di Indonesia inilah yang menjadi alasan diperlukannya
sebuah asas yang dapat mempersatukan semuanya di dalam satu

wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa adanya



458

sebuah toleransi dari satu pihak dengan pihak lainnya, maka

kedamaian akan mustahil ada dalam kehidupan bernegara.

Harmonisasi dari asas toleransi, diberangkatkan dari sila kedua, ketiga
dan kelima Pancasila, serta mengacu pula pada pengaturan yang ada
pada Bab X dan Bab XA dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas toleransi harus ditekankan dalam setiap penyusunan Sistem
Hukum Nasional (dalam hal ini Sistem Hukum Benda Nasional),
karena asas toleransi tampak dilandasi oleh asas-asas lainnya, seperti
halnya asas kekeluargaan, asas kebersamaan, asas kerukunan serta
asas gotong royong dan asas pengayoman. Penekanan perlunya
toleransi dalam keseluruhan pengaturan yang akan dibuat dalam
penyusunan Hukum Benda Nasional, diharapkan dapat menjadikan
sebuah karya yang dapat diterima oleh semua warganegara yang

menjadi bagian dari Bangsa Indonesia.

Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Asas yang dilandaskan pada sila kedua dan kelima Pancasila ini
memperlihatkan benang merah dengan asas fungsi sosial manusia dan
milik dalam masyarakat. Keberadaan asas ini sebagai landasan

penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia dapat
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mewujudkan terbentuknya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan
memberikan kesamaan hak serta kebersamaan hak di mana di
dalamnya dapat dimanfaatkan kekuasaan pemerintah dengan
memanfaatkan asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat

tersebut.

Kesamaan hak seseorang sebagai pemilik atas suatu hak kebendaan
harus dapat dijamin oleh pemerintah dengan pagar-pagar tertentu
termasuk di dalamnya pagar-pagar tentang fungsi sosial dari hak
kebendaan tersebut. Di samping itu kebersamaan hak lebih
menekankan tanggung jawab seseorang selaku pemilik atau penguasa
atas hak kebendaan untuk dapat melakukan kontrol atas hak
kebendaan yang dimiliki atau dikuasainya sehingga tidak sampai

mengganggu ketertiban umum.

h) Asas Kesepahaman

Asas kesepahaman yang diberangkatkan dari harmoni lahir dan batin
yang senantiasa melandasi aturan-aturan hukum masyarakat yang
dibuat oleh Hukum Adat merupakan suatu asas kunci yang dapat
melandasi penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia
sebagai salah satu asas yang dapat digunakan untuk meredam gejolak
yang tidak diperlukan dalam sebuah upaya untuk penyusunan Hukum

Nasional.
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Dengan demikian tampak bahwa titik tolak lahirnya asas ini tidak
bergeser dari sila ketiga Pancasila. Keselarasan, keserasian dan
keseimbangan menjadi kunci dalam menyusun Sistem Hukum Benda
Nasional Indonesia, sehingga seluruh komponen yang seharusnya ada
dalam pembentukan sebuah Sistem Hukum Nasional akan dapat

menyatu dengan utuh.

Asas Kepatutan

Asas kepatutan perlu mendapatkan highlight dalam pembentukan
Hukum Nasional, khususnya sasaran dari penelitian ini adalah Sistem
Hukum Benda Nasional Indonesia. Perlunya asas ini mendapatkan
highlight adalah karena penekanan pada asas ini adalah pada para
pembuat Undang-Undang serta eksekutor dalam pembuatan Undang-

Undang tersebut.

Fakta yang cukup banyak tampak di dalam masyarakat saat ini
menampakkan adanya faktor kepentingan pihak-pihak tertentu dalam
setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan
penggunaan asas ini sebagai landasan, diharapkan dapat tercipta pagar-
pagar bagi pembuat Undang-Undang untuk dapat melindungi

kepentingan masyarakat Indonesia secara luas dan optimal.
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j) Asas Keadilan Berdasarkan Asas Parimirma

Asas terakhir ini merupakan asas penutup sekaligus pelengkap bagi
seluruh asas yang diusulkan sebagai asas-asas yang dijadikan landasan
dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia. Asas ini
menjadi sangat perlu digunakan karena sifat relatif dari keadilan yang
telah disinggung pada asas-asas sebelumnya termasuk pula di dalamnya

asas ini sendiri.

Konsep parimirma yang diperkenalkan dalam asas ini berusaha
memberikan suatu batasan yang tegas atas konsep keadilan yang ingin
diberikan oleh negara kepada masyarakat atau warganegara negara
tersebut. Di sisi lain konsep parimirma juga dapat memberikan
kepastian kepada negara untuk memutuskan sejauhmana suatu
keistimewaan dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu, yang
berbeda dari masyarakat kebanyakan karena adanya prestasi-prestasi

yang membedakan pihak-pihak tersebut.
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b. Penggolongan benda dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang
dapat diwujudkan di masa yang akan datang dalam penelitian ini sebagai

berikut:

Golongan benda tanah dan benda bukan tanah.

1) Tanah

Konsep ini diangkat berdasarkan hasil telaah atas latar belakang
penggolongan benda tak bergerak menurut Hukum Perdata. Bahwa segala
sesuatu yang berkenaan dengan kondisi tidak bergerak pada benda,
termasuk pengertian tentang tanah. Setiap penyebutan atas benda tidak
bergerak, persepsi yang diberikan adalah tentang tanah. Dengan melihat
kajian serta analisis pada bab sebelumnya, tampak jelas bahwa pemahaman
mengenai penggolongan benda sebagai benda tidak bergerak tersebut,
merupakan titik temu dengan pemahaman mengenai salah satu

penggolongan benda berdasarkan Hukum Adat, yaitu tanah.

Konsep penggolongan benda ini juga tidak menyimpang dari pedoman
dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional, yaitu Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena

secara jelas konsep ini diambil dari Hukum Adat Indonesia.

Konsep penggolongan benda ini juga ternyata tidak bergeser dari konsep

penggolongan benda yang dikenal oleh Sistem Hukum Anglo Saxon
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(Common Law System) yang dianut oleh sekitar 40% dari negara di dunia,
sehingga diharapkan Sistem Hukum Benda Nasional yang akan tersusun di

masa mendatang akan dapat eksis dalam pergaulan internasional.

Bukan tanah

Konsep benda bukan tanah yang dikenal dalam masyarakat tradisional
memerlukan sedikit modifikasi dalam mengantisipasi kompleksitas
masyarakat modern saat ini. Jika dulu penggolongan atas benda bukan
tanah diberikan pada rumah dan bangunan (karena sifat rumah dan
bangunan pada masa lalu masih non permanen atau dapat dipindah-
pindahkan), tanam-tanaman dan hewan ternak, di masa kini hal ini

membutuhkan sedikit perubahan.

Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai sebagai bentuk perluasan atas
konsep benda bukan tanah ke dalam segala bentuk benda, yang karena sifat
maupun keberadaan benda tersebut, merupakan benda yang tidak permanen

atau dapat berpindah-pindah (dengan kata lain benda bergerak).
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Untuk golongan benda bukan tanah ini kemudian dibagi lagi menjadi :

a) Golongan benda berwujud dan tidak berwujud.

(1) Benda Berwujud

Benda berwujud merupakan penggolongan benda yang juga
dikenal dalam hukum adat. Penggolongan benda berwujud telah
sangat jelas dalam persepsi Hukum Benda di masa lalu maupun

masa kini.

(2) Benda Tidak Berwujud

Konsep benda tidak berwujud di masa lalu telah mengalami sedikit
pergeseran jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat modern

saat ini.

Penggolongan benda tidak berwujud di masa kini lebih cenderung
memperlihatkan adanya benda-benda yang dikenal dalam
pergerakan perekonomian negara, seperti misalnya saham,
obligasi, Surat Utang Negara, dan Hak atas Kekayaan Intelektual.
Secara nyata benda tersebut ada dan harus diakomodasi dalam

Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang akan dibentuk.
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Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan dua hal penting, satu konsep merupakan
konsep yang sudah ada namun tidak disadari oleh para penggunanya dan satu hal lagi
merupakan tawaran peneliti atas sebuah terobosan yang berbeda atas konsep yang
selama ini ditawarkan dalam Hukum Adat dan diharapkan dapat memperkaya Sistem

Hukum Benda Nasional yang akan dibentuk di masa yang akan datang.

Dua hal penting yang dimaksud di atas oleh peneliti adalah:

1. Adanya penemuan dari peneliti atas pendapat mengenai penetapan suatu benda
untuk dapat dikatakan sebagai benda tetap dalam penggolongan benda dalam
Hukum Perdata Barat. Selama ini penetapan suatu benda sebagai benda tetap
sebagai bagian dari penggolongan benda yang dibuat berdasarkan Hukum
Perdata, tidak dianggap sebagai suatu penetapan yang memiliki benang merah

dengan penggolongan benda yang didasarkan pada Hukum Adat.

Penggolongan benda menjadi benda tetap dan benda bergerak berdasarkan
Hukum Perdata, dan penggolongan benda menjadi tanah dan bukan tanah dalam
Hukum Adat, dianggap sebagai penggolongan benda yang didasarkan pada dua
sistem hukum yang berbeda dan tidak dapat dicari benang merah ataupun titik
temunya. Namun dalam penelitian ini, berhasil didapatkan benang merah dari
penggolongan yang diberikan dalam dua sistem hukum tersebut, sehingga

keduanya dapat diharmonisasi.
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Pemilihan penggunaan golongan benda dalam penelitian ini, tidak ditujukan
untuk melakukan harmonisasi dalam pengertian menggunakan keduanya secara
terpadu, akan tetapi penerimaan dan pemahaman atas penggolongan benda
berdasarkan Hukum Perdata yang banyak digunakan selama ini, diharapkan dapat
menjadi awal dalam menentukan keberhasilan penggunaan penggolongan benda
berdasarkan Hukum Adat sebagai landasan dalam Sistem Hukum Benda

Nasional.

Peneliti mengemukakan pandangan tentang penggolongan benda yang dikenal
dalam Hukum Adat selama ini. Jika selama ini, penggolongan benda dalam
Hukum Adat hanya disampaikan terdiri dari tanah dan bukan tanah, lalu
penggolongan berikutnya adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud,
namun tidak pernah diterangkan bagaimana posisi antara penggolongan benda
atas tanah dan bukan tanah, dengan benda berwujud dan benda tidak berwujud.
Maka bentuk penggolongan benda yang ingin ditawarkan oleh peneliti adalah
sebagai berikut :

Penggolongan benda yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan Sistem
Hukum Benda Nasional diawali dengan penggolongan ke dalam tanah dan bukan
tanah. Dari penggolongan menjadi tanah dan bukan tanah, terhadap golongan
benda bukan tanah, diadakan pembagian lagi menjadi benda berwujud dan benda
tidak berwujud.

Alasan dilakukannya penggolongan benda dengan kondisi yang berbeda dari apa

yang selama ini dikenal dalam Hukum Adat adalah karena peneliti
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memberangkatkan seluruh isi penelitian ini pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, dengan mengacu
pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tentang Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, dikuasai oleh
negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya, apa yang
sangat penting untuk diatur terlebih dahulu dari Sistem Hukum Benda Indonesia
nantinya adalah segala sesuatu yang menyangkut bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya tersebut. Potensi besar bagi perwujudan
kesejahteraan bangsa yang dimiliki oleh Negara Indonesia terletak pada
pengaturan yang dilakukan oleh pasal tersebut, oleh karena itu menurut peneliti,
penggolongan benda yang dimulai dari pengaturan atas tanah dan bukan tanah
menjadi penggolongan benda yang tepat untuk memfasilitasi amanat Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saran

Asas dan Penggolongan dalam Sistem Hukum Benda memang merupakan bagian
kecil namun cukup vital dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional
Indonesia. Pentingnya asas dan penggolongan dalam Sistem Hukum Benda bukan
berarti meniadakan bagian penting lainnya dalam penyusunan Sistem Hukum Benda
Nasional Indonesia, oleh sebab itu dirasakan dengan adanya penelitian ini,
diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk melengkapi salah satu bagian dari
konsep besar Sistem Hukum Benda Nasional yang ingin diwujudkan oleh Badan

Pembinaan Hukum Nasional.
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Selain dari saran yang dikemukakan di atas, satu hal lagi yang perlu diberikan
penekanan dalam penelitian ini adalah bahwa sebaik apapun Sistem Hukum Benda
nasional atau Sistem Hukum Nasional lainnya yang akan diwujudkan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional akan menjadi tidak berarti jika pelaksana atau eksekutor
dari sistem hukum tersebut bukanlah orang-orang yang tepat. Dalam arti penelitian
ini akan menjadi berarti jika nantinya hasil dari penelitian ini dan penelitian-
penelitian selanjutnya dapat dijalankan oleh orang-orang yang memiliki komitmen
tinggi terhadap perkembangan hukum di Indonesia serta memiliki kepedulian atas

kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian juga membuka kesempatan untuk penelitian selanjutnya yang bersangkutan
dengan dibukanya pandangan yang lebih bahwa dampak dari terbentuknya sebuah
Sistem Hukum Benda Nasional yang baik, tidak boleh dilepaskan dari kemungkinan-
kemungkinan yang berkaitan dengan aspek-aspek Hukum Perdata Internasional yang

menyangkut tentang status kebendaan serta status kepemilikan sebuah benda.

Selain hal di atas, penelitian ini juga membuka kesempatan untuk penelitian lebih
lanjut dalam menetapkan hak-hak atas tanah dalam Hukum Pertanahan di Indonesia,
serta penelitian dalam rangka perubahan total atas Hukum Jaminan di Indonesia, jika
ternyata hasil penelitian ini (terutama yang bersangkutan dengan penggolongan

benda) dinyatakan dapat diterima.

Di samping itu hal lain yang perlu disarankan juga oleh peneliti adalah bahwa

kecenderungan trend dunia ke arah tingginya fanatisme atas nasionalisme tiap negara,
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memperlihatkan bahwa penggalian atas segala sesuatu yang sebenarnya sudah lama
terpendam dalam kehidupan Bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai
kearifan lokal akan menjadi pilihan yang terbaik. Keberadaan Hukum Adat yang
selama ini dianggap hanya menjadi bagian bagi kehidupan di masa lalu ternyata
berdasarkan hasil penelitian ini terasa menjadi hal yang masih sangat relevan dengan

kehidupan di masa kini.
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